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BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 100.3.3.2/ 240 /TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENAGIH PAJAK DAERAH

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 126 ayat (1)
Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2024 tentang Tata Cara
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu
menetapkan Keputusan Bupati tentang Pejabat Penagih Pajak
Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;

i

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan
Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000
tentang Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan
Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

4. Peraturan Pemerintah NOmor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6881);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5
Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun
2023 Nomor 5);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun
2022 Nomor 1);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11
Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
Tahun 2024 Nomor 11);

9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 48 Tahun 2024
tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun
2024 Nomor 48);

10. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran
2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun
2024 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEJABAT
PENAGIH PAJAK DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2025.

Menetapkan Pejabat Penagih Pajak Daerah Kabupaten Banggai
Kepulauan Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini.

Pejabat Penagih Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada
Diktum KESATU mempunyai wewenang sebagai berikut:
a. Mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
b. Menerbitkan:

1. surat teguran;

surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
Surat Paksa;

Surat perintah melaksanakan penyitaan;
Surat perintah penyanderaan;

Surat pencabutan sita;

Pengumuman lelang;

Surat penentuan harga limit;
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9. Pembatalan lelang; dan

10. Surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan
Penagihan Pajak.

KETIGA : Masa Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA,

terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31
Desember 2025.

KEEMPAT . Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 pada
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di salakan

pada tanggal 24 (Aarat 2028
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

S OWDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:
1. Kepala DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
3. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.




LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 240 /TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENAGIH PAJAK DAERAH

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2025

PEJABAT PENAGIH PAJAK DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO

PEMUNGUT

JABATAN YANG DITUNJUK

JENIS PAD YANG DIPUNGUT

Kepala Badan Pendapatan Daerah

Pejabat Pemungut Pajak Daerah

b
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Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan (PBB-P2)

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB)

Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
Pajak Reklame

Pajak Air Tanah (PAT)

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
Pajak Sarang Burung Walet

Opsen PKB

Opsen BBNKB

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,




